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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika perlindungan hukum dan pemenuhan asas
keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri di Indonesia. Meskipun secara
teologis dianggap sah, ketiadaan pencatatan perkawinan menciptakan kerentanan
yuridis bagi anak, terutama terkait hak identitas, nafkah, dan kewarisan. Rumusan
masalah dalam penelitian ini difokuskan pada: (1) Bagaimana norma perlindungan
hukum dan manifestasi kewajiban negara terhadap anak hasil perkawinan siri; serta
(2) Bagaimana pemenuhan asas keadilan terhadap anak hasil perkawinan siri
ditinjau dari prinsip kesamaan (equality) dan kebebasan (freedom).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian meliputi pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Data sekunder dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan
pisau analisis Teori Keadilan John Rawls, Teori Perlindungan Hukum, dan konsep
Ketertiban Negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Norma perlindungan hukum bagi anak
siri telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, negara sebagai duty bearer belum
sepenuhnya mewujudkan Ketertiban Negara yang ideal karena kebijakan
administratif seperti mekanisme SPTIM dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019
masih bersifat "penyelamatan administratif’ parsial dan belum sinkron secara
substantif dengan hukum materiil perkawinan. (2) Pemenuhan asas keadilan belum
mencapai standar kesamaan (equality) karena keberadaan label "perkawinan belum
tercatat" dalam dokumen kependudukan tetap memelihara stigma sosial. Selain itu,
prinsip kebebasan (freedom) anak tercederai karena anak masih dibebani tanggung
jawab membuktikan hubungan perdata melalui jalur litigasi yang rumit akibat
kelalaian administratif orang tuanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
rekonstruksi hukum diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi status anak demi
tercapainya keadilan substantif..

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perkawinan Siri, John Rawls, Duty Bearer,
Ketertiban Negara.
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ABSTRACT

This research examines the challenges of legal protection and the fulfillment of the
principle of justice for children born from unregistered marriages in Indonesia.
Although considered theologically legitimate, the lack of marriage registration
creates legal vulnerabilities for children, particularly regarding their rights to
identity, support, and inheritance. The research problem formulation focuses on:
(1) How are legal protection norms and the manifestation of state obligations
towards children born from unregistered marriages?; and (2) How is the fulfillment
of the principle of justice for children born from unregistered marriages reviewed
from the principles of equality and freedom?

The research method used is normative juridical with library research. The research
approach includes a statute approach and a conceptual approach. Secondary data
were analyzed descriptively and analytically using John Rawls' Theory of Justice,
Legal Protection Theory, and the concept of State Order.

The results of the research indicate that: (1) Legal protection norms for
unregistered children are guaranteed in Article 28B paragraph (2) of the 1945
Constitution, the Child Protection Law, and Constitutional Court Decision No.
46/PUU-VIII/2010. However, the state, as a duty bearer, has not fully realized the
ideal State Order because administrative policies, such as the SPTJM mechanism
in Home Affairs Ministerial Regulation No. 108 of 2019, are still partial
"administrative rescue” and are not substantively synchronized with substantive
marriage law. (2) Fulfillment of the principle of justice has not reached the standard
of equality because the presence of the label "unregistered marriage" in population
documents continues to maintain social stigma. Furthermore, the principle of
children's freedom is violated because children are still burdened with the
responsibility of proving civil relationships through complicated litigation due to
their parents' administrative negligence. This study concludes that legal
reconstruction is necessary to eliminate discrimination vegarding children's status
in order to achieve substantive justice.

Keywords: Child Protection, Unregistered Marriage, John Rawls, Duty Bearer,
State Order.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang
menjamin hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak untuk membentuk
keluarga melalui perkawinan yang sah. Perkawinan bukan sekadar ikatan
sosiologis, melainkan institusi hukum yang memiliki dimensi konstitusional
sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.! Konstitusi menegaskan bahwa setiap orang
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran krusial sebagai
regulator sekaligus pelindung bagi setiap unit keluarga yang terbentuk.
Kewajiban negara dalam konteks ini mencakup aspek menghormati (fo
respect), melindungi (fo protect), dan memenuhi (fo fulfill) hak-hak warga
negara dalam lingkup domestik.?

Dalam tataran hukum positif, definisi perkawinan ditegaskan dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 1 Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), hlm 29-
31.



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.® Definisi ini
mengandung filosofi bahwa perkawinan memiliki nilai sakral sekaligus legal.
R. Subekti menekankan bahwa perkawinan adalah hubungan sah yang
dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama, yang membawa konsekuensi
hukum pada harta benda, kedudukan suami-isteri, maupun kedudukan anak.*
Oleh karena itu, sahnya sebuah perkawinan menjadi pintu masuk utama bagi
pemenuhan hak-hak keperdataan bagi subjek hukum yang terlibat di dalamnya.

Namun, dinamika sosial di Indonesia menunjukkan realitas yang
kontradiktif dengan idealisme hukum tersebut. Praktik perkawinan siri atau
perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga resmi negara (KUA atau Kantor
Catatan Sipil) masih marak terjadi di tengah masyarakat.’> Secara teologis,
perkawinan siri sering dianggap sah oleh sebagian kelompok masyarakat
karena telah memenuhi rukun dan syarat agama. Akan tetapi, dari perspektif
hukum negara, ketiadaan pencatatan menyebabkan perkawinan tersebut
dianggap tidak ada secara administratif. Kesenjangan antara sahnya
perkawinan secara agama (das sollen agama) dan tidak diakuinya perkawinan
oleh negara (das sein administrasi) menciptakan ruang hampa hukum yang

sangat merugikan, terutama bagi pihak perempuan dan anak.®

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4 Ana Laela Fatikhatul, dkk., “Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin, Vol 5:3,
(2022), hlm 322.

> Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 112.

¢ Satjipto Rahardjo, /Imu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.



Persoalan mendasar muncul ketika anak dilahirkan dari perkawinan
siri. Anak yang lahir dari hubungan tersebut sering kali dicap sebagai "anak
luar kawin" secara yuridis. Hal ini berimplikasi pada sulitnya anak
mendapatkan identitas hukum berupa Akta Kelahiran yang mencantumkan
nama ayah biologisnya. Ketiadaan identitas hukum ini merupakan bentuk
pengabaian terhadap hak dasar anak untuk mengetahui asal-usulnya dan
mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Kebijakan negara yang
mensyaratkan adanya Akta Perkawinan orang tua sebagai syarat mutlak
penerbitan Akta Kelahiran anak secara lengkap mencerminkan adanya
ketidakadilan kebijakan.” Negara seolah-olah menghukum anak atas tindakan
orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinan, padahal anak adalah subjek
hukum yang suci dan tidak memiliki pilihan atas kondisi kelahirannya.

Fenomena ketidakadilan ini terlihat jelas dalam berbagai kasus di
lapangan. Sebagai contoh, kasus yang melibatkan oknum anggota Brimob
(Briptu AA) di Sulawesi Selatan yang menolak mengakui anak dari hasil
pernikahan sirinya, menunjukkan betapa lemahnya posisi tawar seorang ibu
dan anak di hadapan hukum ketika perkawinan tidak tercatat.® Meskipun
terdapat pengaduan ke divisi humas maupun upaya hukum lainnya, hambatan
administrasi sering kali menjadi benteng bagi pelaku untuk lepas dari tanggung

jawab nafkah dan pengakuan keturunan. Fenomena ini membuktikan bahwa

7 Maria S.W. Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2014), him. 24.

8 “Siapa Briptu AA? Oknum Brimob Di Sulsel Tinggalkan Istri Simpanan Serta Tak Akui
Anak”, diakses dari https://radarselatan.fajar.co.id/, pada 2 Desember 2025.



perlindungan hukum terhadap anak masih sangat bergantung pada status
administratif perkawinan orang tuanya, bukan pada hak asasi anak itu sendiri
sebagai manusia.” Hal ini sangat ironis mengingat Indonesia telah meratifikasi
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990.'°

Dalam Konvensi Hak Anak, ditegaskan prinsip The Best Interests of the
Child atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengharuskan negara
untuk memprioritaskan hak anak di atas segala pertimbangan administratif
maupun moralitas orang tuanya.'!! Namun, kebijakan negara di Indonesia masih
menunjukkan adanya ego sektoral. Di satu sisi, negara mengampanyekan
perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.!? Di sisi lain, sistem hukum administrasi kependudukan masih kaku dan
diskriminatif terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan siri. Belum
adanya sinkronisasi yang kuat antara norma perlindungan anak dengan norma

hukum keluarga menciptakan ketidaktertiban hukum yang berkepanjangan. '3

° Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia

(Bandung: Alumni, 2001), hlm. 89.

10K eputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights

of the Child.

' Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Refika Aditama,

2012), him. 45.

12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak

13 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 201



Ketidakadilan kebijakan ini semakin nyata ketika kita meninjau aspek
keadilan distributif dan keadilan korektif. Negara seharusnya hadir untuk
mengoreksi ketimpangan sosial yang dialami anak siri. Kebijakan negara saat
ini yang membebankan pembuktian hubungan darah kepada ibu dan anak
melalui tes DNA yang mahal merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi.!*
Negara belum memberikan kemudahan akses bagi anak siri untuk
mendapatkan hak-hak keperdataannya secara otomatis. Meskipun Mahkamah
Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang
memberikan pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan
ayahnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan, implementasinya di tingkat

teknis masih sangat sulit.!®

Putusan MK tersebut sering kali dianggap sebagai
"macan kertas" karena tidak diikuti dengan regulasi turunan yang memudahkan
anak untuk mengeksekusi hak-haknya.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, keadilan harus mencakup
dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang sama bagi setiap orang (equal liberty)
dan kesamaan kesempatan (equality of opportunity).'® Anak yang lahir dari
perkawinan siri tidak mendapatkan kesamaan kesempatan dalam mengakses

layanan publik, hak waris, dan perlindungan hukum dibandingkan dengan anak

yang lahir dari perkawinan tercatat. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran

42.

14 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60
15 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

16 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (Harvard University Press, 2001), him.



terhadap asas keadilan bagi anak. Karakteristik perlindungan yang diberikan
negara saat ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh substansi keadilan
yang hakiki. Perlindungan anak seharusnya tidak dibatasi oleh selembar kertas
akta perkawinan, melainkan didasarkan pada hubungan darah yang nyata
secara biologis.!”

Kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, sebenarnya memberikan sedikit harapan dengan adanya Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).!® Namun, kebijakan ini tetap
memiliki celah hukum yang besar, di mana dalam akta kelahiran sering kali
hanya dicantumkan "anak dari ayah dan ibu yang perkawinannya belum
tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan". Frasa ini tetap memberikan
stigma sosial dan hukum yang berbeda bagi anak tersebut.!” Negara belum
berani mengambil langkah progresif untuk menyamakan kedudukan anak
tanpa embel-embel status perkawinan orang tua demi menjaga martabat dan
psikologis anak.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan guna

mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana kebijakan negara telah memenuhi

171 Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan

Mahkamah Konstitusi........, him. 45.

18 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96
Tahun 2018.

1 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina
[lmu, 1987), him. 12.



standar keadilan bagi anak siri. Fokus penelitian ini adalah menganalisis
perlindungan hukum anak siri dalam bingkai Undang-Undang Perlindungan
Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana sinkronisasi nilai-
nilai keadilan (kesamaan dan kebebasan) diimplementasikan dalam kebijakan

tersebut.?’

Penulis berargumen bahwa ketidaktertiban negara dalam menyusun
regulasi yang inklusif telah menyebabkan anak siri berada dalam lingkaran
diskriminasi yang sistemik. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada
narasi normatif, melainkan harus menyentuh ranah implementatif yang
menjamin setiap anak mendapatkan hak-haknya tanpa terkecuali.?!

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mendalam dengan judul “Keadilan Dalam Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri”. Penelitian ini diharapkan
mampu memberikan jawaban atas kegelisahan yuridis mengenai posisi anak
dalam kebijakan negara dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem
perlindungan anak di Indonesia agar selaras dengan asas keadilan yang
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.*?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), him. 15.

2l Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan
Penerbit Undip, 2002), him. 102

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), him. 93.



1. Bagaimana norma-norma perlindungan hukum dan bentuk kewajiban
negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari
perkawinan siri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Apakah perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri
telah memenuhi asas keadilan yang mencerminkan prinsip kesamaan
(equality) dan kebebasan (freedom) sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis norma-norma perlindungan
hukum serta bentuk kewajiban negara dalam memberikan
perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri
berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah perlindungan hukum
terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri telah memenuhi asas
keadilan yang mencerminkan prinsip kesamaan (equality) dan
kebebasan (freedom) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



2. Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum
perlindungan anak dan hukum perdata. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memperkaya literatur akademis mengenai analisis keadilan
terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan siri, serta menjadi
referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
implementasi prinsip kesamaan dan kebebasan dalam kebijakan
negara.

Kegunaan Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan
dalam merumuskan kebijakan negara yang lebih inklusif dan adil
bagi seluruh anak tanpa diskriminasi status administratif
perkawinan orang tua.

2) Bagi Praktist Hukum, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran komprehensif mengenai norma-norma
perlindungan hukum bagi anak siri, sehingga dapat menjadi
rujukan dalam menangani kasus-kasus terkait status keperdataan
anak di lapangan.

3) Bagi Masyarakat Luar, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai



10

pentingnya kepastian hukum bagi anak serta konsekuensi yuridis
dari perkawinan siri terhadap perlindungan hak asasi anak.
D. Telaah Pustaka
Dalam menyusun suatu penelitian, telaah pustaka memegang peranan penting
sebagai landasan teori dan acuan yang mendasari pemahaman terhadap topik
yang akan dikaji. Penelitian ini mengambil acuan dari berbagai studi
sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:
Pertama, penelitian berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum
Atas Anak Hasil Perkawinan Siri: (Studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan
Rumpin Kabupaten Bogor)” yang dilakukan pada tahun 2019 oleh
Nofansyah.?® Penelitian ini membahas perlindungan hukum atas anak yang
lahir dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan hukum Nasional.
Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak atas
perkawinan siri, faktor-faktor terjadinya perkawinan siri, dan cara mengasuh
anak hasil kawin siri. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang
penulis lakukan adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap
anak atas hasil perkawinan siri. Adapun yang membedakan dengan penelitian
yang penulis lakukan adalah terletak pada teknik pengumpulan data dan fokus
analisis, di mana penulis lebih menitikberatkan pada dimensi keadilan

kebijakan negara.

23 Nofansyah, Perlindungan Hukum Atas Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Desa
Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor), Skripsi (Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia, 2019).
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Kedua, penelitian berupa skripsi dengan judul “Hukum Perkawinan Siri
dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak Di Kecamatan Marpoyan
Damai” yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Alma Bonita Hokianetta.?
Penelitian ini membahas hukum perkawinan siri di Kecamatan Marpoyan
Damai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan dampak dari perkawinan siri
terhadap istri dan anak. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang
penulis lakukan terletak pada objek kajian yaitu perkawinan siri. Adapun yang
membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian
sebelumnya menggunakan studi kasus di lokasi tertentu, sedangkan penelitian
yang penulis lakukan bersifat yuridis normatif dengan analisis mendalam pada
prinsip keadilan bagi anak.

Ketiga, penelitian berupa skripsi dengan judul “Penetapan Asal-Usul
Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor
477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor
530/Pdt.P/2021/PA.Smg)” yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Aresanti
Kusnia.” Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan
dan menolak permohonan asal-usul anak akibat perkawinan siri. Kesamaan
penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama

membahas akibat perkawinan siri terhadap anak. Adapun yang membedakan

24 Alma Bonita Hokianetta, Hukum Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri
dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022).

25 Aresanti Kusnia, Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2023).
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adalah penelitian sebelumnya berfokus pada analisis putusan pengadilan
(penetapan asal-usul), sedangkan penulis berfokus pada sinkronisasi norma-
norma perlindungan anak dengan teori keadilan John Rawls.

Keempat, penelitian berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan Siri” yang dilakukan pada tahun 2022
oleh Nikmatur Rahma Fadillah.?® Penelitian ini membahas perlindungan
hukum terhadap hak-hak pernikahan siri di Desa Bumirejo. Kesamaan
penelitian tersebut terletak pada objek kajian perlindungan hukum akibat
perkawinan siri. Adapun yang membedakan adalah penelitian sebelumnya
membahas hak istri dan anak secara umum, sedangkan penelitian yang penulis
lakukan lebih spesifik membedah apakah perlindungan tersebut sudah
mencerminkan prinsip kesamaan (equality) dan kebebasan (freedom) bagi
anak.

Kelima, penelitian berupa skripsi dengan judul “Faktor-Faktor
Penyebab Perkawinan Sir1 (D1 Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)” yang
dilakukan pada tahun 2018 oleh Ulfi Nur Nadhiroh Pratista.?” Penelitian ini
membahas pelaksanaan dan faktor penyebab terjadinya perkawinan siri.
Kesamaan penelitian tersebut terletak pada objek kajian yaitu perkawinan siri.
Adapun yang membedakan adalah pada rumusan masalahnya; penelitian

sebelumnya berfokus pada faktor sosiologis penyebab nikah siri, sedangkan

26 Nikmatur Rahma Fadillah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan
Siri, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2022).

27 Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan
Singorojo Kabupaten Kendal), Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018).
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penulis berfokus pada evaluasi yuridis terhadap kewajiban negara dalam

melindungi hak asasi anak siri.

E. Kerangka Teoritik

1.

Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara
hukum yang menjamin bahwa setiap subjek hukum berhak mendapatkan
pengayoman terhadap hak asasi yang dimilikinya. Secara umum,
perlindungan hukum dipandang sebagai fungsi hukum untuk memberikan
keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?® Dalam dimensi
yang lebih luas, perlindungan hukum tidak hanya bersifat pasif melalui
ketersediaan aturan, tetapi juga aktif melalui tindakan nyata negara sebagai
pemberi perlindungan.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum bagi
rakyat menjadi dua kategori utama, yakni perlindungan hukum preventif
dan perlindungan hukum represif.?’ Perlindungan hukum preventif

berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya sengketa hukum, yang

28 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum......, him. 54

2 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina

[lmu, 1987), him. 20.
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mana negara melalui kebijakan-kebijakannya memberikan ruang bagi
warga negara untuk menyampaikan keberatan atau kepastian administratif
demi mencegah kerugian. Sementara itu, perlindungan hukum represif
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui
mekanisme hukum dan sanksi. Dalam konteks anak yang lahir dari
perkawinan siri, perlindungan hukum preventif seharusnya diwujudkan
melalui kemudahan akses pendaftaran penduduk tanpa diskriminasi status
perkawinan orang tua, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui
pemenuhan hak-hak perdata anak di depan pengadilan.

Lebih spesifik lagi, perlindungan hukum terhadap kedudukan anak
hasil perkawinan siri berkaitan erat dengan jaminan hak keperdataan,
termasuk di dalamnya hak atas warisan. Sebagaimana dikemukakan dalam
kajian yuridis pada Jurnal Lex Privatum, perlindungan hukum bagi anak
yang lahir dari perkawinan siri sangat krusial karena sering kali status
mereka dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan
perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.’® Ketiadaan pencatatan
perkawinan orang tua mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak
tersebut menjadi terhambat, terutama dalam hal menuntut hak waris dari
ayah biologisnya jika tidak dilakukan pembuktian secara ilmu
pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum. Oleh karena

itu, negara sebagai duty bearer (pemegang tanggung jawab) memiliki

30 Gerald Gilberd Sorongan, dkk., “Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir
Dari Hasil Perkawinan Sirih Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata”, Jurnal
Lex Privatum, Vol 9:9 (2021), hlm 76.
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kewajiban untuk memastikan bahwa hambatan administratif tidak
menghilangkan hak konstitusional anak.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, negara berkewajiban memberikan

perlindungan tanpa diskriminasi.’!

Perlindungan hukum ini harus
mencerminkan karakteristik yang inklusif, di mana setiap anak wajib
mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Karakteristik
perlindungan ini tidak boleh hanya berhenti pada pemberian dokumen
kependudukan, melainkan harus menyentuh substansi keadilan bagi anak
agar mereka tidak mengalami kerugian moril maupun materiil akibat
perbuatan orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinan.’? Dengan
demikian, teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk
menganalisis sejauh mana kebijakan negara telah mampu memberikan
payung hukum yang kuat bagi anak-anak siri dalam mempertahankan hak
dasar mereka sebagai manusia.

2. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang paling
mendasar selain keadilan dan kemanfaatan. Secara teoretis, kepastian

hukum menuntut agar norma-norma hukum dibuat secara jelas, tetap, dan

tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat menjadi pedoman bagi

31 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

32 1 Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan
Mahkamah Konstitusi...., . hlm. 50-52.



16

warga negara dalam bertingkah laku.>* Menurut Gustav Radbruch, hukum
harus mengandung kepastian agar masyarakat mengetahui apa yang
menjadi hak dan kewajibannya, serta dapat memprediksi konsekuensi
yuridis dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan.’* Dalam konteks
negara hukum (rechtstaat), kepastian hukum adalah jaminan bahwa
hukum ditegakkan secara konsisten oleh negara sebagai pemegang
otoritas.

Kepastian hukum yang nyata dalam masyarakat memerlukan
empat unsur utama, yaitu: pertama, adanya aturan hukum yang jelas dan
konsisten; kedua, instansi pemerintah (birokrasi) menerapkan aturan
tersebut secara efektif dan patuh; ketiga, warga negara menyesuaikan
perilakunya dengan aturan tersebut; dan keempat, adanya hakim yang
mandiri dan tidak memihak dalam menerapkan hukum.**> Dalam penelitian
ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menyoroti hambatan
administratif yang dialami anak hasil perkawinan siri. Ketiadaan
pencatatan perkawinan oleh orang tua mengakibatkan anak tidak memiliki
"kepastian status" di mata negara, yang berdampak pada sulitnya

mendapatkan Akta Kelahiran dengan identitas ayah yang lengkap.

33 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007),

hlm. 160.

3 Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu
Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

35 Jan Michiel Otto sebagaimana dikutip dalam Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran
Hukum (Jakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 85.
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Pentingnya kepastian hukum terhadap kedudukan hukum seorang
anak sangat bergantung pada adanya bukti autentik berupa Akta Kelahiran
yang didasarkan pada perkawinan yang sah menurut undang-undang.
Tanpa kepastian administratif tersebut, anak hasil perkawinan siri sering
kali kehilangan hak-hak perdatanya, terutama dalam hal hubungan
kewarisan dengan ayah biologisnya. Meskipun secara biologis hubungan
tersebut nyata, namun secara yuridis hubungan itu dianggap tidak ada jika
tidak ada kepastian hukum yang melindunginya. Oleh karena itu, negara
memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan jalan keluar hukum
guna menjamin kepastian status bagi setiap anak tanpa terkecuali.

Dalam perspektif hukum perdata, kepastian hukum bertujuan untuk
melindungi kepentingan individu dari tindakan yang sewenang-wenang.
Kepastian hukum bukan hanya sekadar adanya undang-undang, tetapi
berkaitan dengan penerapan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
secara logis. Terkait perlindungan anak siri, kepastian hukum seharusnya
diwujudkan melalui sinkronisasi antara hukum materiil (agama) dan
hukum formil (administrasi negara). Hal ini penting agar perlindungan hak
asasi anak tidak terabaikan hanya karena kendala prosedural. Teori ini
akan membantu penulis dalam menganalisis sejauh mana peraturan
perundang-undangan di Indonesia, termasuk Putusan Mahkamah
Konstitusi, telah mampu menciptakan kepastian hukum yang melindungi

hak dasar anak yang lahir dari perkawinan siri.
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3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan nilai dasar dan tujuan tertinggi dalam hukum yang
bersifat universal. Dalam studi hukum, keadilan bukan sekadar kepatuhan
terhadap aturan formal, melainkan pemenuhan hak-hak asasi manusia
secara proporsional. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa
yang menjadi haknya, yang dibagi menjadi keadilan distributif dan
keadilan komulatif’®* Namun, untuk membedah permasalahan
perlindungan anak siri dalam perspektif kebijakan negara, penelitian ini
menggunakan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls melalui
konsep Justice as Fairness.

John Rawls menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada
dua prinsip utama yang muncul dari posisi asali (original position).
Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), di
mana setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang
paling luas.’” Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan siri, prinsip
kebebasan (freedom) ini berarti anak memiliki hak konstitusional yang
tidak boleh dirampas atau dibatasi oleh negara hanya karena status
administratif orang tuanya. Kebebasan di sini mencakup hak untuk
mendapatkan identitas, hak atas perlindungan, dan hak untuk tumbuh

kembang tanpa hambatan diskriminasi yuridis.

36 Aristoteles sebagaimana dikutip dalam Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Perdata dalam
Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan (Jakarta: Alumni, 2009), hlm. 15.

37 John Rawls, 4 Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60-
65.
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Kedua, adalah prinsip kesamaan kesempatan (equality of
opportunity). Rawls berpendapat bahwa ketidaksamaan sosial dan
ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan
terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.®® Prinsip
kesamaan (equality) ini menuntut negara untuk tidak membedakan
kedudukan hukum antara anak yang lahir dari perkawinan tercatat dengan
anak yang lahir dari perkawinan siri. Keadilan bagi anak tercermin ketika
negara mampu memberikan akses yang setara terhadap hak-hak perdata,
seperti hak waris dan hak nafkah, terlepas dari keabsahan administratif
perkawinan orang tuanya.

Dalam kaitannya dengan kewajiban negara, teori keadilan ini
menuntut adanya sinkronisasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan
terbaik bagi anak. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian mengenai
pandangan hakim terhadap undang-undang perkawinan, keadilan harus
melampaui formalitas hukum demi melindungi martabat manusia. Negara,
melalui perangkat hukumnya, wajib mengoreksi ketidakadilan sistemik
yang menyebabkan anak siri kehilangan hak dasarnya. Oleh karena itu,
teori keadilan John Rawls dengan pilar kesamaan dan kebebasan akan
digunakan untuk menganalisis apakah perlindungan hukum yang
diberikan oleh negara saat ini sudah memenuhi rasa keadilan yang hakiki

atau masih terjebak pada batasan administratif yang diskriminatif.

38 Ibid.
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Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknik yang dipakai untuk

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab

rumusan masalah.>® Oleh karena itu, penulis menyusun metode penelitian yang

akan digunakan sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan
penekanan utama pada studi kepustakaan (library research). Penelitian
normatif ini fokus pada pengkajian penerapan berbagai kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif yang berlaku.*’ Penelitian ini mengkaji hukum
yang dikonsepkan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma
hukum.

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif karena
tidak menggunakan data yang harus diukur secara numerik.*' Pengolahan
data dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini
merupakan penelitian yang menelaah dan menganalisis hukum baik dalam

peraturan perundang-undangan maupun praktiknya, guna memberikan

35.

3 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 1.

40 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

41 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12.
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gambaran secara rinci dan sistematis mengenai perlindungan hukum anak
siri.*?
3. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach).®® Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
membaca, menelaah, serta melakukan analisa terkait peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan topik penelitian, yakni terkait
perlindungan anak dan perkawinan.
4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.** Data sekunder
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki
kekuatan hukum mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar.*’

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

42 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him.
15-16.

43 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), him. 300.

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum....., hlm. 12.

45 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.
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2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun

dapat digunakan sebagai referensi guna memberikan penjelasan bagi

bahan hukum primer.*® Bahan hukum sekunder yang digunakan

berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur lain

yang berhubungan dengan perlindungan anak dan asas keadilan.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang membantu

dalam menemukan dan memahami bahan hukum primer dan

sekunder.*’ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus

hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik

studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen.*® Teknik ini

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan

46 Ibid.

47 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum......, him. 1.

48 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek....., hlm.15-16.
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menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan
dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan pemenuhan
keadilan bagi anak siri.*
6. Metode Analisis Data
Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan
metode interpretasi hukum. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan
dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan
fakta-fakta hukum yang ada, kemudian menganalisisnya secara sistematis
dan kritis berdasarkan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan
teori keadilan John Rawls untuk menjawab rumusan masalah.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun menjadi lima bab,
dengan fokus pembahasan masing-masing sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan uraian mengenai
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memberikan gambaran
umum mengenai alasan dan landasan yuridis dilakukannya penelitian ini.

Bab kedua, berisikan tinjauan pustaka yang memberikan landasan
teoritis mengenai perkawinan siri dan perlindungan hukum terhadap anak.

Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian perkawinan, syarat dan rukun

4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum......, him. 181.
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perkawinan, problematika perkawinan siri dalam hukum positif, serta konsep
dasar perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga, berisikan uraian umum mengenai fakta-fakta hukum dan
dasar regulasi terkait perlindungan anak hasil perkawinan siri. Bab ini akan
memaparkan berbagai instrumen hukum yang berlaku, mulai dari Undang-
Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi tonggak
pengakuan hubungan perdata anak siri.

Bab keempat, merupakan bab inti yang menyajikan analisis mendalam
terhadap permasalahan yang telah dirumuskan melalui pisau analisis teori
perlindungan hukum, kepastian hukum, dan teori keadilan John Rawls.
Pembahasan pada bab ini difokuskan pada dua poin utama, yaitu: (a) Analisis
mengenai norma-norma perlindungan hukum dan manifestasi kewajiban
negara dalam melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri; (b)
Evaluasi mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia
telah memenuhi asas keadilan bagi anak siri yang mencerminkan prinsip
kesamaan (equality) dan kebebasan (freedom).

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari
seluruh hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah
secara singkat dan padat. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran atau
rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan pembuat kebijakan terkait
upaya penguatan sistem perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari

perkawinan siri demi tercapainya keadilan yang hakiki.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan asas keadilan

bagi anak hasil perkawinan siri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku:

1.

Norma perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri di
Indonesia bersumber dari hierarki hukum tertinggi yakni Pasal 28B ayat
(2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup dan
perlindungan dari diskriminasi, yang kemudian secara teknis diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan
diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010. Negara dalam kedudukannya sebagai duty bearer (pemegang
kewajiban) memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi fo
respect, to protect, dan to fulfill terhadap hak-hak perdata anak tersebut
tanpa terkecuali. Namun, bentuk perlindungan yang diberikan negara saat
ini mastih terjebak dalam dikotomi antara kepastian administratif dan
keadilan substantif. Kebijakan melalui Permendagri Nomor 108 Tahun
2019 tentang SPTJM dinilai baru menyentuh level "penyelamatan
administratif" sementara dan belum mencapai level "Ketertiban Negara"
yang ideal, karena masih terjadi disharmoni antara hukum materiil

(keabsahan perkawinan) dan hukum formil (pencatatan kependudukan)

128
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yang mengakibatkan pemenuhan kewajiban negara terhadap anak siri
belum berjalan secara sistemik dan menyeluruh.

Pemenuhan asas keadilan terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau
melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya
memenuhi prinsip kesamaan (equality) dan kebebasan (freedom)
sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan John Rawls.

Ditinjau dari prinsip kesamaan (equality), perlindungan hukum
masih bersifat diskriminatif karena negara masih mencantumkan frasa
"perkawinan belum tercatat" dalam akta kelahiran dan kartu keluarga,
yang secara implisit membedakan derajat sosial dan yuridis anak siri
dengan anak dari perkawinan tercatat, sehingga akses terhadap hak
kewarisan dan perwalian masih sulit didapatkan secara otomatis.

Ditinjau dari prinsip kebebasan (freedom), anak yang lahir dari
perkawinan siri belum sepenuhnya bebas dari beban sanksi administratif
atau "dosa" orang tuanya. Anak masih harus melalui proses litigasi (isbat
nikah atau gugatan asal-usul) yang rumit dan mahal untuk mendapatkan
pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Dengan demikian, meskipun instrumen hukum nasional telah
memberikan ruang pengakuan biologis, keadilan sebagai fairness belum
tercapai secara paripurna selama struktur hukum negara masih
menempatkan hambatan prosedur administratif di atas pemenuhan hak

asasi manusia yang melekat pada diri anak.
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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpula yang telah diuraikan di atas, maka

Penulis memberikan saran untuk:

1.

Kepada Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Agama), diharapkan segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi
regulasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang
Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksana kependudukan. Perlu
adanya kebijakan yang lebih progresif untuk menghapus pencantuman
frasa "perkawinan belum tercatat" atau label serupa dalam dokumen
kependudukan anak. Hal ini sangat krusial guna menjamin prinsip
kesamaan (equality) kedudukan anak di mata hukum dan memberikan
kebebasan (freedom) bagi anak dari beban administratif serta stigma
sosial yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Negara sebagai duty
bearer harus memastikan bahwa tertib administrasi tidak mengabaikan
hak asasi manusia yang paling mendasar.

Kepada Institusi Peradilan (Mahkamah Agung), diharapkan dapat
mengeluarkan regulasi teknis atau pedoman bagi hakim (seperti
Peraturan Mahkamah Agung) yang lebih mempermudah prosedur
pembuktian asal-usul anak siri. Prosedur ini sebaiknya dirancang agar
lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, termasuk penyediaan akses
subsidi untuk tes DNA bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Langkah ini penting untuk mewujudkan ketertiban negara yang
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seimbang, di mana akses terhadap keadilan substantif bagi anak tidak
lagi terhambat oleh kekakuan prosedur litigasi yang panjang.

. Kepada Masyarakat Luar, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum
mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi di lembaga
negara guna memitigasi risiko hukum bagi hak-hak perdata anak di
masa depan. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu mengubah
paradigma dan menghilangkan stigma negatif terhadap anak yang lahir
dari perkawinan siri. Pemahaman kolektif bahwa setiap anak memiliki
martabat yang setara tanpa memandang status pernikahan orang tuanya
adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil dan

inklusi.
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